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LAPORAN SINGKAT 
KOMISI V DPR RI 

(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,  
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI, 

KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS, DAN BPWS) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
 
 

Tahun Sidang : 2014 – 2015 

Masa Sidang : I 

Rapat : Ke – 

Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat 

Hari/Tanggal : Kamis, 4 September 2014 

Sifat : Terbuka 

Pukul : 19.15 WIB s.d 21.15 WIB 

Tempat : Ruang Rapat Komisi V, Ruang KK V 

Acara : Pembahasan dan penetapan alokasi anggaran untuk fungsi dan 
program unit organisasi Eselon I mitra kerja Komisi  V DPR RI  

Ketua Rapat : Michael Wattimena, SE, MM 

Sekretaris : Dra. Prima M.B. Nuwa, M.Si. 

Hadir Anggota :         dari 54 orang Anggota Komisi V DPR RI 

Hadir Mitra : Direktur Jenderal Bina Marga dan Kepala BPJT Kementerian 
Pekerjaan Umum beserta jajaran.  

 
KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT 

 
 

I. PENDAHULUAN 
 

1. Ketua Rapat membuka rapat pukul 19.15 WIB setelah kuorum terpenuhi, dan rapat dinyatakan 
terbuka untuk umum. 

2. Dalam pengantarnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Dengar Pendapat 
Komisi V DPR RI dengan Direktur Jenderal Bina Marga dan Kepala BPJT Kementerian 
Pekerjaan Umum pada hari ini adalah pembahasan dan penetapan alokasi anggaran untuk 
fungsi dan program unit organisasi Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum.  

3. Ketua Rapat mempersilahkan Direktur Jenderal Bina Marga dan Kepala BPJT Kementerian 
Pekerjaan Umum untuk menyampaikan penjelasan dan paparannya. 

4. Ketua Rapat mempersilakan kepada anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan tangapan 
dan pertanyaan. 

 
 
 
 

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN .…/Hal. 2 
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II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN: 

 
Komisi V DPR RI akan mendalami penjelasan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum 
terhadap usulan program RKA-K/L RAPBN Tahun Anggaran 2015 yang disampaikan sebagai berikut: 

 
 

Dalam Miliar Rupiah 

No. Program/ Unit Kerja 
Pagu RAPBN  

TA 2015 
Pagu 

Kebutuhan 
Kekurangan 

 Program Penyelenggaraan 
Jalan  

   

 Ditjen Bina Marga 39.228,912 60.034,104 20.805,192 
 
 

Selanjutnya Komisi V DPR RI akan memperjuangkan kenaikan pagu anggaran sesuai dengan 
kebutuhan, dalam rapat pembahasan di Badan Anggaran DPR RI. 

  

                                                                                   
III. PENUTUP 

Rapat ditutup pukul 21.15 WIB. 

 

Jakarta, 4 September 2014  
 

KETUA RAPAT, 
 

ttd 
 

 
MICHAEL WATTIMENA 

 

          DIRJEN BINA MARGA 
          KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 

 
ttd 

 
DJOKO MURJANTO 

KEPALA BPJT 
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 

 
ttd 

 
A. GHANI GAZALI 
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14.043,389 21.524,356 7.480,967 
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MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH 
TERTINGGAL, 

 
 

A. HELMY FAISHAL ZAINI 

 
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT, 

 

 
 

DJAN FARIDZ 

 
MENTERI PEKERJAAN UMUM, 

 
 

 
DJOKO KIRMANTO 

MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH 
TERTINGGAL, 

 
 

A. HELMY FAISHAL ZAINI 

 

 KEPALA BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA, 

 
 

 
SRI WORO B. HARIJONO 

KEPALA BADAN SAR NASIONAL, 
 
 
 

M. ALFAN BAHARUDIN 

KEPALA BAPEL-BPLS, 
 
 
 

SUNARSO  
 

KEPALA BAPEL-BPWS, 
 
 
 

MOHAMAD IRIAN 
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KETUA RAPAT, 
 
 

LAURENS BAHANG DAMA 
 

MENTERI PERHUBUNGAN, 
 
 

 
E.E. MANGINDAAN 

MENTERI PEKERJAAN UMUM, 
 
 

 
DJOKO KIRMANTO 

  
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT, 

 
 
 

DJAN FARIDZ 

MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, 
 
 
 

A. HELMY FAISHAL ZAINI 
  

KEPALA BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA, 

 
 
 

SRI WORO B. HARIJONO 

 
KEPALA BADAN SAR NASIONAL, 

 
 
 

M. ALFAN BAHARUDIN 
  

KEPALA BAPEL BPLS, 
 
 
 

SUNARSO  
 

KEPALA BAPEL BPWS, 
 
 
 

MOHAMAD IRIAN  

  
 

 
DIRJEN CIPTA KARYA  

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 
 

 
 

IMAM SANTOSO ERNAWI  

 
KETUA RAPAT, 

 
 
 
 

MULYADI 
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Komisi V DPR RI dan Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum sepakat apabila total 
pemotongan ditargetkan sebesar Rp 1.307,24 Miliar, maka sisa pemotongan sebesar Rp 368,75 
Miliar diserahkan kepada Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, dengan ketentuan  
pemotongan tersebut tidak dilakukan  terhadap belanja modal. 
 



8 
 

 
 
 

 
KEPALA BP KONSTRUKSI 

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 
 
 
 

HEDIYANTO W. HUSAINI 
 

 
SEKRETARIS JENDERAL 

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 
 
 
 

AGOES WIDJANARKO 

 
KETUA RAPAT, 

 
 
 
 

MULYADI 
 

 
 

 
KETUA RAPAT, 

 
 

MULYADI 
 

 
SEKRETARIS JENDERAL 

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 
 
 
 

AGOES WIDJANARKO 

 
INSPEKTUR JENDERAL 

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 
 
 
 

BAMBANG GOERITNO SOEKAMTO 

 
DIRJEN PENATAAN RUANG  

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 
 
 
 

MOCH. BASOEKI HADIMOELJONO 
 

DIRJEN CIPTA KARYA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 

 
 
 

IMAM SANTOSO ERNAWI 

KEPALA BALITBANG 
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 

 
 
 

GRAITA SUTADI 

KEPALA BP KONSTRUKSI 
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 

 
 
 

HEDIYANTO W. HUSAINI 
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SEKRETARIS JENDERAL 
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, 

 
 
 

LEON MUHAMAD 

 

 

 

INSPEKTUR JENDERAL 
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, 

 
 
 

ISKANDAR ABUBAKAR 

KEPALA BALITBANG 
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, 

 
 
 

L. DENNY SIAHAAN 
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Komisi V DPR RI dan Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum sepakat untuk melakukan 

penghematan atau pemotongan anggaran APBN TA 2013 yang tidak berisiko sebesar Rp 805,986 

Miliar yang terdiri dari sisa lelang sebesar Rp 800,003 Miliar serta blokir dan lainnya sebesar Rp 

5,983 Miliar. Sedangkan untuk penghematan atau pemotongan anggaran APBN  TA 2013 yang 

berisiko   



11 
 

Dalam Miliar Rupiah 

No. Kementerian/ Lembaga Pagu RKP 2014 Pagu Kebutuhan Kekurangan 

1. Pekerjaan Umum 74.908,109 110.018,945 35.110,836 

2. Perumahan Rakyat 4.565,245   

3. Pembangunan Daerah Tertinggal 1.330,474 6.127,824 4.797,350 

 


